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Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria 
dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam 
suatu Negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama 
suami istri. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu 
tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang 
dibina dengan susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Akibat dari 
adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang 
perempuan untuk “beriddah”. Dalam penelitian ini masalah yang akan di bahas 
yaitu bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam 
memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul? dan Apa 
yang menjadi landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memberikan 
Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul?.Adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda 
tentang Iddah dan Nafkah Iddah bagi perceraian Qabla Dukhul dan untuk 
mengetahui apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda tentang Iddah dan 
Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul. Penelitian ini termasuk jenis 
Penelitian lapangan (Field Fesearch) yang bersifat deskriptif analisis. Data yang 
digunakan adalah data primer, yakni informan langsung dari Hakim Pengadilan 
Agama Kalianda,  dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku 
fiqh tentang nikah, majalah, kitab-kitab fiqh, atau makalah-makalah literatur. Dan 
data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa Indonesia, 
ensiklopedia, surat kabar dan majalah. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
yaitu terdapat 5 (lima) orang Hakim Pengadilan Agama Kalianda sebagai 
responden. Lalu data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode berfikir 
deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa empat orang Hakim yang menjadi 
responden berpendapat bahwa tidak diwajibkan iddah dan nafkah iddah bagi istri 
yang telah dicerai Qabla Dukhul dan satu orang Hakim berpendapat bahwa iddah 
dan nafkah iddah tetap diberikan bagi istri yang dicerai Qabla Dukhul. Pemikiran 
Hakim yang menolak iddah dan nafkah iddah istri yang dicerai Qabla Dukhul di 
dasarkan pada Al-Qur‟an, KHI dan Undang-Undang. sedangkan Hakim yang 
memberi iddah dan nafkah iddah bagi istri yang dicerai Qobla Dukhul adalah 
pertimbangan psikologi, dan sosiologi, karena dianggap telah tinggal bersama 



























                       
                      
   
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 
yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya 
maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah 
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A. Penegasan Judul 
Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak 
menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti terlebih dahulu 
akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi 
yang berjudul: “PANDANGAN HAKIM TEENTANG ‘IDDAH DAN 
NAFKAH ‘IDDAH BAGI PERCERAIAN QABLA DUKHUL (Studi Pada 
Hakim Pengadilan Agama Kalianda)”. Adapun istilah-istilah yang perlu di 
jabarkan adalah sebagai berikut: 
1. Pandangan adalah suatu peninjauan melalui sudut pandang secara meluas.1 
Maksud penulis adalah bagaimana hakim memandang Pemberian Iddah 
dan Nafkah Iddah bagi perceraian nikah Qabla Dukhul. 
2. Hakim Pengadilan adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada 
Pengadilan Tinggi Agama.
2
 Dalam hal ini adalah para hakim di ruang 
lingkup Pengadilan Agama Kalianda. 
3. Secara bahasa iddah mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari- 
hari suci pada wanita, dan menurut istilah iddah mengandung arti 
bahwa masa menunggu bagi wanita yang melakukan perkawinan setelah 
terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai 
                                                             
1
 Budiono M.A, “Kamus Ilmiah Populer Internasional”,(Surabaya : Karya 
Harapan,2005),hlm.495. 
2













4. Nafkah iddah adalah berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib 
memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata iddah 
berarti masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan suaminya, jadi 
nafkah iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami 
setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah 
Iddah atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria 




5. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, 
yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-
pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.
5
 
6. Qabla dhukul dapat diartikan bahwa pada saat berumah tangga antara 
suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya 
merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban diantara pasangan 
dalam sebuah perkawinan. 
 Jadi dapat disimpulkan peneliti bahwa judul yang peneliti ambil 
merupakan peninjauan melalui sudut pandang Hakim yang berluang lingkup 
di Pengadilan Agama Kalianda mengenai pemberian masa menunggu bagi 
                                                             
3
 Amiur  Nuruddin,  dan  Azhari  Akmal  Tarigan,  Hukum Perdata  Islam di  Indonesia,  
Kencana, Jakarta, 2006, hlm.240 
4
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996),hlm. 667. 
5








wanita untuk menikah kembali setelah bercerai dengan suaminya dan 
pemberian nafkan seorang suami kepada mantan istri yang telah berpisah 
namun belum melakukan hubungan suami istri. 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk meneliti tentang 
pandangan hakim dalam memberikan iddah dan nafkah iddah adalah: 
1. Secara Objektif 
Banyak permasalah yang muncul tentang perceraian di Pengadilan 
Agama, tetapi menurut peneliti masalah tentang perceraiaan Qabla Dukhul 
belum banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik 
untuk meneliti tentang pandangan hakim secara luas dalam memberikan iddah 
dan nafkah iddah bagi perceraian Qabla Dukhul. 
2. Secara Subjektif 
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang 
berkaitan dengan iddah dan nafkah iddah bagi perceraian Qabla Dukhul dan 
pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di 
Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah. 
C. Latar Belakang Masalah 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menenttukan dalam pasal 24 ayat 2, bahwa Peradilan Agama merupakan 
salah satu lingkungan yang berada dibawah Peradilan Umum, Peradilan Tata 
Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu 








hukum dan keadilan bagi pencari keadilan perkara tertentu antara orang-
orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, 
shadaqoh, dan ekonomi syari‟ah.6 
Salah satu tugas Pengadilan Agama adalah memutus perkara 
perceraian. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada 
perceraian tampa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan 
awal dari hidup bersama anara seorang pria dengan seorang wanita yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu Negara, sedangkan 
perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri. Setiap orang 
menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakan itu tetap utuh sepanjang 
masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina sdengan 
susah payah itu berakhir dengan suatu perceraian. Tidak selalu perkawinan 
yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan 
semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik tetapi pada akhirnya 




Iddah adalah masa tunggu, atau tanggang waktu sesudah jatuh talak, 
dalam waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya pada masa ini si istri 
belum boleh menikah dengan pria lain bagi wanita yang berpisah dengan 
                                                             
6
Undang-Undang Perkawinan Indonesia. (Penerbit Wacana Intelektual: 2009).438. 
7
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. 










. Dalam masa „iddah wanita dilarang meninggalkan rumah, kecuali 
untuk keperluan yang sangat penting.
9
 
Iddah ini juga dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, 
iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syari‟at karena banyak 
mengandung manfaat, para ulama‟ sepakat mewajibkan „iddah ini yang 
didasarkan pada firman Allah ta‟ala.10 
Menurut Djaren Siragih, perceraian berdasarkan agama Islam terjadi 
saat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama, sedangkan yang tidak 
berdasarkan hukum Islam maka perceraian terjadi pada waktu pendaftaran 
keputusan pengadilan di daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai 
catatan sipil.
11
 Selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama 
istri memiliki masa iddah. Iddah merupakan nama untuk bagi masa 
perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah 
wafatnya suami atau berpisah denganya.
12
 Ini bertujuan untuk menanti 
kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri 
diceraikan atau ditinggal mati oleh suami guna mencegah terjadinya 
                                                             
8
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty, 1999), hlm.120. 
9
 Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab, (Surabaya: 
risalah Gusti, 2003), hlm.212. 
10
 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka 
Al-Kautsar, 2008), hlm.477 
11
 Djaren Siragih dalam buku Mustofa Hasan, hal.207. 
12








kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti 
bermesra-mesraan dengan pria lain.
13
 
Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah swt Berfirman :  
                         
                               
                            
             
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana.”14 
Saat proses perceraian terjadi, banyak faktor kejadian yang dialami 
selama masa perkawinan, sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk 
berpisah. Faktor tersebut meliputi masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah 
tangga, perselingkuhan, menikah terlalu dini, dan pernikahan tanpa kasih 
sayang. Pada lingkungan masyarakat ternyata terdapat kasus perceraian yang 
selama perkawinan berlangsung tidak melakukan hubungan suami istri 
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(hubungan intim), sehingga di saat proses perceraian berlangsung dan 
dampak dari perceraian tersebut memiliki perbedaan dengan pasangan yang 
telah melakukan hubungan suami istri. 
Pada pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mengatur bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus 
perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas 
suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Pasal 153 ayat (1) dan 
ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa: 
(1) Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah,  
kecuali Qabla Dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian 
suami.  
(2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian 
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
15
 
Seks merupakan kebutuhan biologis laki-laki terhadap lawan jenisnya 
atau sebaliknya. Ia merupakan naluri yang kuat serta selalu menuntut untuk 
dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan akan seks itu hanya bisa dilakukan apabila 
antara laki-laki dan perempuan telah diikat oleh suatu ikatan yang sah yang 
disebut dengan pernikahan. 
Sesungguhnya tujuan nikah itu tidak hanya sekedar untuk pemenuhan 
kebutuhan biologis menusia berupa seks. Tetapi ia punya tujuan lain yang 
lebih mulia sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 
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Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”. Manakala setelah perkawinan terjadi hubungan 
seks, tetapi dalam perjalanan perkawinan itu ternyata tidak berjalan dengan 
mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan 
tujuan perkawinan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah 
perceraian. Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya 
kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beriddah” atau dalam istilah lain 
disebut “masa tunggu”. 
Qabla al-dhukul dapat diartikan bahwa pada saat berumahtangga antara 
suami dan istri belum melakukan hubungan intim, yang mana seharusnya 
merupakan salah satu bagian dari hak dan kewajiban di antara pasangan 
dalam sebuah perkawinan. Pada bagian masa iddah, bagi suami istri yang 
belum melakukan hubungan intim diatur secara khusus, bahwa tidak memiliki 
masa iddah bagi istri, namun untuk pembagian harta bersama tidak 
mempunyai pengaturan khusus, baik menurut hukum Islam maupun hukum 
perdata Indonesia. Perceraian Qabla Dukhul ini jika dikaitkan dengan 
pengaturan pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam termasuk ke 
dalam kategori talak ba‟in shugra, yang artinya talak yang tidak boleh 










D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian merumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam 
memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul ? 
2. Apa yang menjadi landasan pikiran Hakim Pengadilan Agama Kalianda 
tentng Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla Dukhul ? 
E.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun penelitian yang dilakukan ini bertujuan : 
a) Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Kalianda 
dalam memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi perceraian Qabla 
Dukhul. 
b) Untuk mengetahui apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kalianda 
dalam memberikan Iddah dan Nafkah Iddah bagi Perceraian Qabla 
Dukhul. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk : 
a) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai 
kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 









b) Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk 
melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah 
yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
16
 
Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-cara berfikir dan berbuat yang 




Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian lapangan (Field Research) atau disebut juga dengan 
penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau 
lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau 
informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang 
menjadi objek penelitian.
18
Penelitian lapangan ini adalah mengetahui 
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pendapat hakim Pengadilan Agama Kalianda, maka penelitian ini 
dilakukan di Pengadilan Agama Kalianda, Lampung Selatan. 
Selain menggunakan penelitian lapangan (Field Research), 
penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). 
Penelitiaan kepustakaan (Library Reseacrh) adalah pengumpulan data dan 




Jadi, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (Library 
Research) adalah mengadakan penelitian dengan cara membaca, 
menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan 
langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan 
dikaji dalam penelitian ini. 
b. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu objek yang 
bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta 
hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
20
 Dalam 
penelitian ini akan digambarkan bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan 
Agama Kalianda.  
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Sedangkan yang dimaksud dengan analisis sendiri sebagaimana yang 
dikutip oleh Kaelan M.S. dari Patton yaitu “ suatu proses mengatur urutan 
data, mengorganisasikannya kesuatu pola, kategori dan uraian dasar yang 
kemudian melakukan pemahaman, penafsiran, dan interprestasi data”.21 
Jadi, penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu 
keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir 
pembahasan dilakukan suatu analisis kritis. 
2. Sumber Data 
Yang dimaksud dengan data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai 




Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 
a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan 
atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. 
Dengan demikian sumber data pada penelitian lapangan berasal dari 
informan langsung dari Hakim Pengadilan Agama Kalianda.  
b. Sumber data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara membaca buku-buku fiqh tentang nikah, majalah, kitab-kitab fiqh, 
atau makalah-makalah literatur lain yang berkaitan dengan judul skripsi 
yang dimaksud. 
c. Sumber data tersier, yaitu kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat 
kabar dan majalah. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
teknik kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu penelitian 
kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan 
mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok 




Dalam penelitian perpustakaan dilakukan dengan cara membaca, 
menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literatur yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas, baik berupa Al-
Qur‟an, Al-Hadist, buku-buku karangan yang berkaitan dengan pembahasan 
batas usia perkawinan dan buku lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. 
Kemudian didalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode 
interview, metode observasi, dan metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut: 
a. Metode Interview 
Menurut Mardalis bahwa interview adalah teknik pengumpulan data 
yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan 
melalui bercakap-cakap dan hadapan muka dengan orang yang dapat 
memberikan keterangan kepada si peneliti.
24
 Sedangkan menurut 
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Suharsimi Arikunto yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 
untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
25
 
Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, 
artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang 
diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode 
interview ini dilakukan dengan para hakim Pengadilan Agama Kalianda 
yaitu tiga orang Hakim. 
b. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, 




Dengan demikian penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
metode dokumentasi adalah suatu cara yang untuk mengumpulkan data-
data yang diperlukan melalui catatan tertulis dalam sebuah penelitian. 
Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi data yang 
dibutuhkan yang berkaitan dalam penelitian ini. 
4. Metode pengolahan data 
Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 
Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah 
diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera 
dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya. 
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Sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis 
bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksut dalam hal ini yaitu 
mengelompokan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan 
diberi tanda dikelompokan menurut klafikasi dan urutan masalah.
27
 
a. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.
28
 Jadi, populasi adalah semua unit analisa yang akan 
diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum atau seluruh 
obyek yang akan menjadi focus penelitian, yang menjadi populasi 





 “Sampel adalah sebagian atau 
wakil Populasi yang diteliti”, jika populasinya di atas 100 maka 
sampel diambil 10, 15, 20, 25, 30, atau 40. Tetapi jika populasinya di 
bawah 100 maka diambil semua. Dikarenakan populasinya dibawah 
100 yaitu 5 orang Hakim maka keseluruhan populasi dijadikan 
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sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 5 orang 
Hakim Pengadilan Agama Kalianda atau penelitian ini merupakan 
penelitian populasi. 
5. Analisis Data 
Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap 
data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan 
kesimpulan yang valid dan berkualitas. Dalam menganalisa data penyusun 
menggunakan metode induktif dan deduktif.  
Metode induktif yaitu cara berfikir dengan menganalisa data-data atau 
fakta-fakta secara konkrit kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan atau 
jeneralisasi 
Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan berangkat dari pengetahuan 
yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kita 
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A. Perceraian Dalam Hukum Islam  
1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam 
 Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna 
dengan kata talak itu, adalah al-irsâI atau tarku, yang berarti melepaskan 
dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri 
hubungan suami isteri.
31
 Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai 
pintu terakhir dari rumah tangga, namun sebagai pintu terakhir dari rumah 
tangga,  ketika tidak ada jalan keluar lagi. 
Secara etimologi berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti 
ikatan kuda atau ikatan tawanan atau ikatan ma‟nawi seperti ikatan 
pernikahan    yaitu antara suami dan istri. Menurut syara‟ yang dimaksud 
talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau 
dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata 
tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. 
Imam Nawawi dalam bukunnya tahdzib memiliki pemahaman 
bahwa talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi 
tanpa sebab kemudian memutus nikah. Lapal talak telah ada sejak zaman 
Jahiliah. Syara‟ datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas 
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umat ini. penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan, 
tetapi dibatasi tiga kali. 
2. Putusnya Perkawinan 
Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang 
dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain 
diantaranya sebagai berikut: 
a. Talak 
Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut: 
1) Talak Raj‟i, adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk 
meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj‟i ini diisyaratkan 
pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud 
dengan talak raj‟i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada 
isteri sebagai talak satu atau dua, yang di ikrarkan di depan sidang 
pengadilan, dan suami diperbolehkan mertuju‟nya bila masih 
dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru. 
2) Talak Ba‟in secara etimologi, ba‟in adalah nyata, jelas, pisah atau 
jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh 
suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan 
atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini 
masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu‟ inin talak atau fasah. 








a) Ba‟in sugra adalah talak yang menhilangkan hak-hak rujuk dari 
bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru 
(tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya. 
b) Ba‟in kubra adalah talak yang mrnghilangkan hak suami untuk 
menikah kembali kepada isteri nya, kecuali kalau bekas 
isterinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul 
sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah. 
b. Khulu 
 Khulu‟ berasal dari kata “khulu‟ al-saub” yang berarti 
melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang 
wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Khulu‟ 
adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti 
manghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan 
isteri membayar uang „iwad atau uang pengganti kepada suami 
dengan pernyataan cerai atau khulu. 
c. Fasakh  
 Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau 
memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan 




 Li‟an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. 
Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan 
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oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali 
sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang 
benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai 
pernyataan bahwa ia bersedi menerima laknat/kutukan Allah jika 
ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li‟an kepada 
isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteriboleh 
melakukan sumpah li‟an juga terhadap suaminya. 
e. Ila‟ 
 Ila‟ ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu 
pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan ila‟ 
mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni 
suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya 
tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-talaq ataupun 
diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, 
yang menderita adalah pihak isteri karna keadannya terkatung-
katung dantidak ada ketentuan yang pasti. 
f. Kematian 
 Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah 
satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami 
atau isteri,yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri 










g. Putusan pengadilan 
 Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan ini, 
sebagaimana ditunjukan dalam kompilasi hukum Islam (KHI), 
pasal 114 dan pasal 115. menurut pasal 115 menyatakan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan 
Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri). 
3. Dasar Hukum Perceraian 
Firman Allah SWT: 
                 
                     
                         
                       
         
 
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah 
kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah 
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 
mengerjakan perbuatan keji yang terang.  Itulah hukum-hukum Allah, 








kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu 
hal yang baru” 
Hadis  Riwayat Abu Dawud: 
 Hadis “Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: 
"Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla 
adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud). 
 
B. Iddah Dalam Islam   
1. Definisi Iddah  
Definisi iddah menurut bahasa dari kata “al-udd” dan “al-Ihsla”  
yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika 
dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan.
33
 Iddah dalam istilah agama 
menjadi nama bagi masa lamanya bagi perempuan (isteri) menunggu dan 




Menurut Ulama Hanafiyah iddah adalah ketentuan masa penantian 
bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan 
(atsar al-nikah) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. 
Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika–moral, seperti 
menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi 
lain. Menurutnya iddah merupakan masa kosong yang harus dijalani 
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seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah 
ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.   
Menurut mazhab Syafi‟iyyah iddah adalah masa menunggu bagi 
seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih 
janin dari sang suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai 
kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau iddah merupakan 
konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta‟abbudi). 
Alasan ta‟abbudi ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak 
lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum 
waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. 
Kewajiban iddah bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain 
hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak 
menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua 
belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali 
kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.   
Allah Swt. Berfirman dalam Al-Quran : 
                   
                       
                        
             
Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas 
bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit 
dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) 








dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu 
semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, 
dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang 
bertakwa.”  (QS. At-Taubah 36).35 
 
Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa‟iddah adalah suatu 
tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan 
semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu 
disebabkan karena thalaq maupun karena suaminya meninggal dunia, dan 
dalam masa tersebut, perempuan itu tidak boleh kawin (menikah) dengan 
laki-laki lain. 
Mengenai hal ini Prof. Dr. Zakiyah Daradjat merumuskan, bahwa 
„iddah  menurut istilah hukum Islam ialah: “masa tunggu yang ditetapkan 
oleh hukum syara‟ bagi perempuan untuk tidak melakukan akad 
perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat 
ditinggal suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka 




2. Dasar Hukum Iddah 
Al-Quran firman Allah Swt : 
                     
                          
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                            
              
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka 
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika 
mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita 
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS.Al-Baqarah 228).37 
                       
                        
            
Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.” (QS.Al-Baqarah 234).38 
                         
                        
              
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Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 
di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu 
(tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga 
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. 
dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 
ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS.At-Thalaq 4).39 
                       
                   
       
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan 
mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak 
wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ahdan 




Dari penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari Al-Qur‟an di atas 
dapatlah difahami bahwa perempuan yang telah terpisah dengan suaminya 
wajib menjalani iddah. iddah muncul sebagai akibat atau konsekuensi dari 
perpisahan antara seorang istri dengan suaminya, baik perpisahan tersebut 
disebabkan karena perceraian (thalaq) maupun karena suaminya 
meninggal dunia.  
Syari‟at Islam telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh  
dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan 












tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah telah selesai. 
Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut: 
a.  Haram menikah dengan laki-laki lain   
Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena 
dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah 
dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau 
menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap 
tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena 
hukuman al-hadd.  Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang 
sedang menjalani masa iddah juga dilarang (haram) baik sindiran itu 
berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, 
ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa iddah 
karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami.  
Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan 
yang sedang menjalani masa iddah, apapun sebabnya hukumnya 
haram.  
Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 235:  
                         
                     








                            
     
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] 
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 
mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 
kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang 
ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk 
beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah 
bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; 
Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah 235).
41
 
Ketentuan-ketentuan diatas berlaku bagi semua laki-laki selain 
suami yang telah menyebabkan terjadinya talak (perceraian), seorang 
suami boleh menjalin hubungan lagi dengan mantan istrinya selama masih 
dalam masa iddah. Dia boleh menikahinya lagi setelah terjadi talak raj‟i 
(talak satu) atau menikahinya dengan akad nikah baru setelah terjadi talak 
bain kecil (talak satu atau talak dua yang telah habis masa iddahnya) atau 
fasakh. Namun, jika terjadi talak bain besar (talak tiga) maka ia tidak 
boleh menikahinya, baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Dia baru 
boleh menikahinya lagi jika mantan istrinya itu telah menikah dengan laki-
laki lain, lalu diceraikan atau ditinggal mati, dan masa iddahnya telah 
selesai.39 Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (229-230):  
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                           
                     
                       
                        
                        
                      
           
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari 
yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa 
atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah 
kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. dan 
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 
kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain 
itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas 
suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 229-230)42 
Masa iddah yang mesti dijalani oleh seorang perempuan, memiliki 
beberapa hal kurang menguntungkan bagi suami. Sebagai contoh, ia tidak 
boleh menikahi perempuan kelima jika dia beristri empat ketika salah satu 
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istri yang diceraikan masih menjalani masa iddah. Alasannya, istri yang 
menjalanai masa iddah masih berstatus sebagai istri sahnya. Apabila masa 
iddah istri telah habis, maka dia (suami) baru boleh menikah lagi dengan 
perempuan lain yang dikehendaki dan yang halal dinikahi.  Selain itu, 
suami juga tidak boleh menikahi perempua perempuan yang merupakan 
mahram mantan istrinya yang sedang menjalani masa iddah, yaitu 
perempuan-perempuan yang tidak boleh disandingkan dengan istrinya 
dalam satu akad pernikahan, seperti bibi, saudara perempuan, atau 
keponakan perempuan sang istri. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa 
23:  
                       
                      
                      
                     
                       
                      
Artinya “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang 
perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, 








kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; 




b. Haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat  
Perempuan yang sedang menjalani masa ‟iddah tidak boleh keluar 
dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru 
boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan 
pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh 
memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan 
terlarang seperti perzinaan. 
Fuqaha‟ memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang 
ditalak dari rumah pada saat menjalani masa „iddahnya. Para ulama 
penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan 
bagi seorang istri yang dithalak raj‟i maupun ba‟in keluar dari rumah pada 
siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh 
suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab 
hanbali memperbolehkanya keluar pada siang hari, baik karena dithalak 
maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah 
berpendapat: “bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar 
rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena 
ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya”. 
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Allah Swt berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 1: 
                     
                    
                      
                     
Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu 
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 
yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia 
Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak 
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 
yang baru” (QS. At-Thalaq 1).44 
Hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang 
ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan 
tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya, bahkan ayat ini memberikan 
pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh 
suami seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. 
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 
biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 UU No. 1 1974). 
Ketentuan ini dimaksud agar mantan istri yang telah diceraikan suaminya 
jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan 
kehidupannya. Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami 
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mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada 
mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut ialah: 
a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa 
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qoblaal dhukhul. 
b.  Memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali 
mantan istri telah dijatuhitalakba‟in atau nasyuz dan dalam keadaan 
tidak hamil. 
c.  Melunasi mahar yang masih terutang dan apababila perkawinan itu 
qablaal dhukulmahar dibayar setengahnya. 
d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
Untuk hak dan kewajiban seorang istri yang berada dalam masa 
iddah, khususnya talak raj‟idiantarannya ialah: 
a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan 
maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati 
suaminya dikecualikan bahwa ia boleh dipinang dengan sindiran. 
b.  Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab 
Syafi‟i apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-harinya. Alasan yang digunakan ialah surah 
ath-Talaq ayat 1: 









d. Wanita yang berada dalam iddah talak raj‟i terlebih lagi yang sedang 
hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita 
yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa 
kecuali harta waris, namun berhak untuk tetap tinggal di rumah 
suaminya sampai berakhirnya masa iddah.Wanita tersebut wajib 
berihdad(iddah wanita yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak 
mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama 
empt bulan sepuluh hari.Wanita yang berada dalam iddah talak raj‟i ia 
berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan 
wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkanya. 
c. Wajib melakukan ihdad  
Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad 
(menahan diri) sampai habis masa „iddahnya. Kata ihdad  berarti tidak 
memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar dan celak mata.   
 
 
d.  Berhias 
Seorang wanita yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk 
berhias atau bercantik-cantik. Dalam istilah fiqih disebut dengan al-ihdad 
(دادحلإا) atau al-ihtidad (دادتحلإا). Dan diantara kategori berhias itu antara lain 
adalah : 
1) Menggunakan alat perhiasan seperti emas, perak atau sutera 








3) Menggunakan celak mata, kecuali ada sebagian ulama yang 
membolehkannya memakai untuk malam hari karena darurat.\ 
4) Memakai pewarna kuku seperti pacar kuku (hinna`) dan bentuk-bentuk 
pewarna lainnya. 
5) Memakai pakaian yang berparfum atau dicelup dengan warna-warna 
seperti merah dan kuning. 
Di dalam Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq mengatakan: “Isteri yang sedang 
menjalani masa „iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia 
dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahnya dan tidak 
diperbolehkan baginya keluar dan rumah tensebut. Sedangkan suaminya 
juga tidak diperbolehkan untuk mengeluarkannya ia dari rumahnya.
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Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang 
isterlnya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan 
rumah tangga, maka si isteri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar 
suaminya mengetahuinya dimana ia berada.  
Apabila isteri yang ditalak itu melakukan perbuatan keji secara terang-
terangan memperlihatkan sesuatu yang tidakbaik bagi keluarga suaminya, 
maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah tersebut, 
demikian menu rut Ibnu Abbas. 
Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga ditentang oleh Aisyah 
RadhiyallahuAnha, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha‟, dan 
diriwayatkan dan Ali dan Jabir; dimana Aisyah sendiri pernah 
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mengeluarkan fatwa kepada isteri yang ditinggal mati suaminya untuk 
keluar dan rumah pada saat menjalani masa „iddahnya. Lalu isteri tersebut 
keluar rumah bersama dengan saudara perempuannya, Ummu Kultsum 
berangkat ke Makkah untuk menjalankan ibadah umrah, yaitu ketika 
Thalhah bin Ubaid terbunuh. 
3.   Hikmah Disyariatkannya Iddah 
Mayoritas fuqaha‟ berpendapat bahwa semua iddah tidak lepas dari 
sebagian maslahat yang dicapai, yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak 
tercampur antara keturunan seorang dengan lainnya. 
b. Memberikan kesempatan suami dan istri agar dapat introspeksi diri dan 
kembali kepada istriyang tercerai. 
c. Berkabungnya wanita yang ditinggal meninggal suami untuk memenuhi 
dan menghormati perasaan keluarganya. 
d. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat 
menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalah-nya dan 
memberikan tempo berfikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan 
demikian, maka tak ubahnya seperti anak kecil bermain, sebentar 
disusun, sebentar lagi dirusaknya. 
Ibnu Al-Qayy‟um berpendapat bahwa iddah adalah di antara perkara 








Allah karena kita berhajat mengetahui kebebasan rahim wanita yang 
mandul ketika dicerai dan tidak ada kesempatan rujuk dalam talak bain‟. 
Pendapat yang shahih seperti apa yang dikemukakan mayoritas 
fuqaha‟ di atas dari beberapa hikmah iddah. Sesungguhnya iddah 
hukumnya wajib sehingga wanita yang muncul pun, dalam keadaan talak 




Hikmah utama Iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui 
benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama 
ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah 
memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam 
rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika iddah hanya untuk 
mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya iddah 
lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, 
berbelasungkawa dan lain-lain.  Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai 
wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. 
Selain itu, iddah lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya 
kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun 
juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-
hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada 
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sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, 
namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.   
Dari sini kita dapat membaca bahwa iddah adalah etika moral 
perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran iddah akan 
lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa 
emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk 
kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika. 
4.  Macam-Macam Iddah 
Berdasarkkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash Al-
Qur‟an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi 
iddah menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan 
bulan dan dengan melahirkan.dan kalau dicermati lebih dalam penentuan 
iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnya 
perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.  
Secara umum maka pembagian iddah dapat dibedakan sebagaimana 
pembagian sayyid sabiq dalam fiqh sunnah yakni sebagai berikut: 
a. Iddah seorang istri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali 
haid. 
b. Iddah seorang istri yang sudah tidak haid (menopous) yaitu tiga bulan. 
c. Iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat 
bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil. 
d. Iddah seorang istri yang hamil yaitu sampai melahirkan. 








Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Iddah perempuan haid 
Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talak 
baik raj‟I maupun bain, baik bain sugra maupun kubra atau karena 
fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan 
sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga 
kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang istri yang 
memenuhi syarat-syarat diantaranya: 
a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi istri yang hamba sahaya 
iddahnya selesai dengan dua kali haid. 
b) Istri tersebut dalam keadaan tidak hamil sedangkan apabila ia 
hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan. 
c) Istri tersebut telah di campuri secara hakiki atau hukumi 
(khalwat) berdasarkan akad yang sahih dan tidak ada perbedaan 
baik istri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama 
Hanafiyah, Hanbaliyah, dan Khulafa ar Rasydin berpendapat 
bahwa khalawat berdasarkan akad yang sudah sahih dianggap 
dukhul yang mewajibkan iddah. Sedangkan ulama Syafi‟iyyah 




Bagi perempuan yang haid memiliki iddah selama tiga kali 
quru. Ibnu Al-Qayyim lebih memilih hal itu, ia mengatakan bahwa 
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sesungguhnya kata al-quru tidak digunakan dalam firman Allah 
kecuali haidh. Ia tidak disebutkan dalam satu tema, penggunaannya 
untuk makna suci ditopang pada ayat yang dikenal baik dari pesan 
Allah adalah lebih utama.
48
 
Penetapan iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang 
ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam 
dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan 
sebelum putus perkawinannya suaminya mengiggal maka ia wajib 
beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan 
suaminya meninggal maka ia wajib beriddah dengan berdasarkan haid 
iidah dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas 
kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui 
kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena 
dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam 
akad yang fasid tidak ada suami secara syar‟I maka tidak wajib 
berduka atas suami. 
2) Iddah berdasarkan bilangan bulan 
Apabila perempuan (istri) merdeka dalam keadaan tidak hamil 
dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk 
perkawinan sahih dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun 
baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah 
menopous yaitu sekitar umur 55 tahun telah mencapai umur 15 tahun 
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dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan 
suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang 
lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah 
dalam surat at-Thalaq ayat 4: 
                      
                     
                
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 
(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu 
ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka 
adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan 
yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, 
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 
kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada 
Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 
urusannya.” (QS. at-Thalaq 4)49 
Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh 
suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami 
haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah 
dalam surat al-Baqarah 234. 
                       
                      
            
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 
menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 
Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa 
bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 
perbuat.” (QS. al-Baqarah: 234)50 
3) Iddah karena kematian suaminya 
Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka 
apabila istri dalam keadaan hamil iddah-nya sampai melahirkan. 
Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah 
perempuan tersebut adalah sampai malahirkan, meskipun selisih 
waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan 
atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik 
dan Ibn „Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut 
diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah 
empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.
51
 
Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Thalaq Mentakhis ayat Surat 
al-Baqarah yang menjelaskan iddah bagi istri yang ditinggal mati oleh 
suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat 
at-Thalaq diturunkan setelah ayat Surat al-Baqarah. Dan bagi istri 
yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya empat bulan sepuluh hari 
berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 234. Dalam hal ini tidak ada 
perbedaan baik istri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau 
kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum 
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karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukan 
kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga 
disyaratkan bahwa adanya sahih, jika akadnya fasid maka iddahnya 
dengan haid karena untuk mengetahui kebrsihan rahim. Semua 
ketentuan ini adalah bagi istri yang merdeka sementara jika istri 
adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan istri 
yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih 
mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid. 
4) Iddah perempuan Hamil 
Iddah perempuan hamil yang selesai masa kandungannya, baik 
akibat dari perceraian atau suaminya meninggal, berdasarkan firman 
Allah SWT: 
 َُّهَهه أمَح َه أعََضي َنأ َُّهُههََجأ ِلاَم أَح ألۡٱ ُت ََٰنُْوأَو 
Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah 
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” 
Hal ini menunjukan bahwa „iddah  selesai dengan kelahirannya 
sebagaimanapun keadaannya, baik keadaan hidup ataupun meninggal 
sempurna tubuhnya ataupun cacat, telah ditiupkan ruh ataupun belum. 
Khusus untuk bilangan „iddah  permpuan-perempuan yang tidak 
hamil, para ulama mendasarkan pada firman Allah SWT dalam surah 
Ath-Thalaq: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „iddah 








jumlah „iddah bagi perempuan yang hamil, sehingga ayat kedua ini 
bertentangan dengan ayat pertama. 
5) Iddah bagi istri Qabla al-Dukhul 
Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul 
(hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib 
bagi istri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 
Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh 
maka tidak ada kewajiban iddah bagi istri.  
Jika nikahnya berdasarkan akad sahhih tidak disyariatkan 
adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalawat 
shahih sudah mewajibkan untuk beriidah sebaliknya jika berdasarkan 
akad fasid maka tidak wajib beriddah kecuali telah terjadi dukhul 
(hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi istri yang 
dicerai sebelum dicampuri (qabla al-dukhul) bedasarkan firman Allah 
dalam surat al-Azhab ayat 49. 
                         
              
         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu 
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-
sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu 








lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- 
baiknya.”(QS. Al-Azhab 49)52 
 
6) Iddah perempuan Istihadha (Darah Penuakit) 
Perempuan Istihadhah seperti halnya perempuan haid. Kalau ia 
mempunyai kebiasaan tersendiri, hendaklah ia memperhatikan 
kebiasaan dalam soal haid dan bersihnya. Jika telah lewat tiga kali 




5.  Hak-Hak Istri yang Sedang Iddah 
Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa 
iddah talak raj‟I  masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. 
Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah 
SWT. Berkenaan istri yang di talak raj‟i,  
 ِنإَو ََّّۚهِه أَيهَع ْاُىقِّيَُضِتن َُّههو ُّٓراَُضت َلََو أمُكِد أجُو ه ِّم ُمتىَكَس ُث أيَح أهِم َُّههُىىِك أَسأ
 أمَُكن َه أعَض أَرأ أِنَإف ََُّّۚهَهه أمَح َه أعََضي ًَٰ َّتَح َّهِه أَيهَع ْاُىِقفَوَأف ٖم أمَح ِت ََٰنُْوأ َّهُك
 َفَ ُهَرىُُجأ َُّههُىتا ٓۥُ َهن ُعِض أُرتََسف أُمت أرَساََعت ِنإَو ٖٖۖفوُر أعَِمب مَُكى أَيب ْاوُرَِمت أأَو َّه
 َٰيَر أُخأ  
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
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bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.”(QS At-Thalaq 6) 54 
Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat 
tinggal bagi istri yang ditalak bai‟n, tetapi tidak dalam keadaan hamil, 
dalam tiga pendapat. 
1) dikemukakan oleh ulama kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut 
berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut. 
2) dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang 
mengatakan bahwa istri tidak  memperoleh nafkah. 
3) dikemukakan oleh imam Malik, Syafi‟i dan lainnya yang mengatakan 
bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tampa nafkah. 
Berkenaan dengan istri yang di talak tiga, Imam Abu Hanifah 
mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti 
perempuan yang ditalak raj‟i  karena dia wajib menghabiskan massa 
iddahnya itu di rumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak 
kepadanya sehingga dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan 
nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, 
tampa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan 
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Ulama‟ fiqh56 mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi 
perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya adalah:  
1) Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan 
maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani 
iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran. 
2) Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi‟I 
sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang 
keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aakan tetapi Ulama‟ Mazhab Syafi‟I 
berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup 
maupun cerai mati dilarang keluar rumah. 
3) Menurut kesepakatan ulama‟ fiqh perempuan yang menjalani iddah 
akibat talak raj;i atau dalam keadaan hamil suaminya wajib 
menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. 
Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian 
suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena 
kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan.  
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Namun ulama‟ maazhab maliki menyatakan bahwa perempuan 
tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa iddah 
tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya. 
4) Perempuan tersebut wajib berihdad57 
Mengenai hak-hak istri dalam masa iddah bahwa ulama fiqh 
berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak raj‟i selama 
masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetaoi 
apabila iddahnya karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat 
nafkah. 
Mazhab Maliki member pengecualian dalam masalah tempat 
tinggal.
58
 Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan 
hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena 
dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-
laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku 
semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak 
tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung 
kepada hak yang diterimanya dikelompokan ke dalam tiga macam: 
a. Istri yang dicerai daam talak raj‟i yang diterimanya adalah penuh 
sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 
perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal. 
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b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak ba‟in baik ba‟in sugro atau pun 
ba‟in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama‟ sepakat 
bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. 
c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam 
keadaan hamil ulama‟ sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas 
nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan 
hamil ulama‟ berbeda pendapat. 
Sebagaimana ulama‟ diantaranya Imam Malik, Syafi‟I dan Abu 
Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat 
tinggal. Sebagian ulama‟ diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa 
istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan 
tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian 
suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam 
menjalankan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka 
wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad dan 
terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat ihdad, berikut ini 
dijelaskan mengenai larangn melakukan perkara tersebut:
59
 
“Kami diwajibkan berkabung atas kemudian suami yakni empat bulan 
sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfun dan 
pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. 
Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan 
untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi 
pemakaman jenazah”. 
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6. Keluar Rumah Bagi Perempuan Yang Beriddah 
Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukumnya perempuan 
keluar rumah dalam massa iddah. Golongan Hanafi berpendapat 
perempuan yang ditalak raj‟I maupun bai‟n tidak boleh keluar dari 
rumahnya pada siang maupun malam. Adapun perempuan yang ditinggal 
mati suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam. Tetapi ia tidak 
boleh bermalam di rumah orang lain, kecuali di rumah keluarganya 
sendiri. 
Mereka berkata, “Perbedaan antara yang pertama dan kedua diatas 
ialah bahwa perempuan yang ditalak itu masih menerima nafkah dari harta 
suaminya. Karena itu ia tidak boleh keluar dari rumahnya, seperti halnya 
seorang istri. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal matisuaminya 
maka dia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena itu, mestilah ia keluar 
rumah siang hari untuk mencari nafkah hidupnya.” 
Mereka juga berkata, “perempuan yang ditalak wajib beriddah di 
rumah yang dijadikan tempat tinggalnya ketika terjadinya perpisahan.” 
Dan mereka berkata pula, “Jika bagian bagi perempuan yang dittinggal 
mati suaminya tidak mencukupi atau perempuan tersebut dikeluarkan oleh 
ahli warisnya yang mempunyai bagian, maka ia boleh pergi sebab hal ini 
merupakan suatu alasan. Tetapi bila ia mau tetap tinggal dirumah tersebut 
merupakan ibadah, sedang ibadah ini bisa dittinggalkan karena adanya 








membayar sewa rumah yang ditempatinya karena mahal, maka ia boleh 
pergi ke rumah lain yang lebih murah sewanya.”60 
C. Nafkah Iddah 
1. Pengertian Nafkah Iddah 
Kata nafkah berasal dari kata ( َقَفَْوأ) dalam bahasa Arab secara 
etimologi mengandung arti: ( ّمق و صقو) yang berarti “berkurang”. Juga 
berarti (بهذ و ًىف) yang berarti “hilang atau pergi”. (ةقفىنا) al-Nafaqah 
memiliki arti “biaya, belanja atau  pengeluaran”. dalam ensiklopedi hukum 
Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh 
seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang 
yang menjadi  tanggung  jawabnya. 
Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami 
wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata 
iddah berarti  masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh mantan 
suaminya, jadi nafkah iddah sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh 
mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud 
dengan nafkah iddah atau nafkah cerai   adalah tunjangan yang diberikan 
seorang pria kepada mantan istrinya   berdasarkan   putusan   pengadilan   
yang   menyelesaikan perceraian mereka.
61 
Nafaqah dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan nafkah. 
Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang 
untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan 
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nafkah membuat  harta  yang  dimilikinya  menjadi  sedikit  karena  telah  
dilenyapkan atau diberikan untuk  kepentingan  orang  lain. Bila kata ini 
dihubungkan dengan perkawinan, nafkah mengandung arti sesuatu yang 
dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya 
sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, 
nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap 
istrinya dalam masa perkawinannya. Iddah adalah masa tunggu bagi 
wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai 
mati. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah iddah 
adalah pemberian atau penyediaan kebutuhan istri dalam masa menunggu 
dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau 
setelah suami menceraikan dirinya. Darrlam masa menunggu tersebut 
maka istri (mantan istri) mendapatkan nafkah iddah selama dalam 
hidupnya. 
2. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah „iddah 
Dalam Islam aturan tentang nafkah pasca perceraian atau nafkah 
„iddah berdasar kepada ayat al-Qur‟an dalam  At-Thalaq ayat 1 
                     
                    
                      
                     
Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka 








(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 
iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 
mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 
Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya 
sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 
sesudah itu sesuatu hal yang baru”(QS At-Thalaq 1)62 
 
Berdasarkan ayat di atas para ulama sepakat mengatakan bahwa 
perempuan yang ditalak raj‟i berhak mendapatkan nafkah  „iddah dan     
tempat tinggal. 
3. Kadar Nafkah Iddah. 
Memang  tidak  ada  ketentuan  yang  pasti  yang  mengatur  
masalah kadar nafkah iddah terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam 
AL-Quran dan Hadits, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu 
dapat disamakan, dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami 
yang masih dalam ikatan  perkawinan  atau  sebelum  terjadinya  
perceraian.  Mengenai  kadar nafkah, dalam AL-Qur‟an surat At-Talaq 
ayat 6 dan 7: 
                   
                       
                        
                               
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                           
       
 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.”63 Hendaklah orang yang 
mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang 
yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 
beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan.”(QS At-Thalaq 6-7)64 
 
4. Nafkah Iddah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI 
 
Nafkah iddah adalah Nafkah yang diberikan suami pada waktu 
masa iddah atau pemberian biaya penghidupan yang diberikan oleh 
suami selama tiga bulan sepuluh hari berturut-turut kepada isteri yang 
diceraikan yang didasarkan atas kemampuan suami sebagai upaya 
pemenuhan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari‟at Islam maupun 
keputusan Pengadilan Agama. 
Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya 
akibat perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam 
beberapa Pasal yaitu: 
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a. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1):“Suami wajib 
melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. 
b. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c): “Pengadilan dapat 
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. 
c. KHI Pasal 149 
d. KHI Pasal 152 
e. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
bagi PegawaiNegeri Sipil. 
Nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 8 Ayat : 
(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS, maka ia wajib 
menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteridan 
anak-anaknya. 
(2) Hak-hak pembagian gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 
ialah 1/3 untuk pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 1/3 untuk 
bekas isterinya dan 1/3 untuk anak-anaknya. 
(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka gaji yang harus 
disampaikan oleh pegawai negeri sipil pria kepada bekas isterinyaialah 
setengah dari gajinya. 
Undang-undang di Indonesia tidak hanya menjamin kesejahteraan 








isterisetelah perceraian juga diperhatikan. Ini terbukti dengan adanya 
pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada 
bekas isterinya saat iddah setelah diceraikan. 
Berdasarkan Undang- undang No.1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang 
berbunyi “ Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami 
untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban 
bagi isteri”. Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 
81 ayat (1 dan 2) dan pasal 194 huruf (a) dan (b). 
(1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.  
(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri 




5. Wanita-wanita yang Berhak Mendapatkan Nafkah „iddah 
Para ulama sepakat ada beberapa kategori wanita atau istri terthalaq 
yang berhak mendapatkan nafkah „iddah. Adapun wanita yang berhak 
mendapatkan nafkah „iddah adalah wanita atau perempuan yang berada 
dalam masa „iddah talak raj‟i berhak mendapatkan nafkah dan tempat 
tinggal dari suami yang mentalaknya. Meraka juga sepakat menyatakan 
bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya, baik dengan talak raj‟i 
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maupun talak bain, berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
66 Adapun 
terhadap perempuan yang dijatuhkan talak ba‟in dalam keadaan tidak 
hamil para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Syafi‟iah dan Malikiyah67  berpendapat bahwa perempuan yang di 
jatuhkan talak ba‟in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak 
tempat  tinggal  dan  tidak  mendapatkan  hak  nafkah. Adapun  
mengenai tidak adanya hak nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba‟in 
adalah karena perintah memberikan nafkah dikaitkan dengan kehamilan 
sehingga kalau tidak hamil tidak ada kewajiban nafkah tersebut.
68
 
b. Hanabilah69 dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak 
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dasar dari pendapat ini adalah 
zahir hadis riwayat al-Nasa‟i yang mengatakan bahwa Fathimah binti 
Qais telah ditalak tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda 
kepadanya (Fatimah) engkau tidak ada hak nafkah darinya (suaminya). 
Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, 
sebagian tabi‟in dan Ishaq.  
c. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba‟in tetap berhak atas 
nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj‟i 
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berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq. Hanafiyah berpendapat 
bahwa dalam surat al-Thalaq ayat enam secara zahir terdapat perintah 
tentang wajibnya   memberikan   tempat   tinggal. 
D. Tinjauan Pustaka  
Penulis menggunakan tinjauan pustaka yang sesuai dengan penelitian 
ini yaitu: 
1. skripsi yang ditulis oleh Randy Kurniawan pada tahun 2017 dengan judul 
skripsi PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TENTANG NAFKAH 
IDDAH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Terhadap Putusan 
Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 
0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk) dari Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung. 
Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 
Pertama, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh termohon apabila 
suami tidak melaksanakan pembayaraan nafkah iddah dalam perkara 
Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk. Kedua, bagaimana prosedur 
pelaksanaan putusan hakim tentang  nafkah iddah di Pengadilan Agama.   
Adapun tujuan penulisan dan melakukan penelitian ini antara lain 
adalah untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan termohon apabila 
suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah, selain itu juga untuk 
mengetahui prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah di 








lapangan (Field Research), dalam hal ini data maupun informasi 
bersumber dari Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Dari data-
data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat 
dilakukan oleh termohon apabila suami tidak melaksanakan pembayaran 
nafkah iddah adalah dengan cara melakukan upaya permohonan eksekusi. 
Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah 
di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan 
eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning,  penetapan sita eksekusi, 
penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, 
pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat 
lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan 
menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita 
eksekusi nafkah iddah. 
2. Skripsi yang ditulis mahasiswa Universitas Andalas 
Faktor-faktor penyebab terjadi perceraian antara suami istri qabla 
al-dukhul berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Agama  Kelas  1  A  
Padang  Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg  adalah  karena  terjadinya  
perselisihan  secara terus-menerus antara  RM  dan HD,  sehingga  tidak  
mungkin  lagi untuk disatukan dalam kehidupan berumahtangga. Tidak 
adanya satu visi dan misi  lagi dalam  menjalankan rumahtangga 
sehingga  jalan perceraianlah yang terbaik, jika dipaksakan untuk tetap 
hidup bersama, RM dan HD tidak merasa ada kenyamanan di dalam batin 








perceraian tersebut, karena RM sebagai suami di duga mengalami 
kelainan seksual yang mengakibatkan RM menolak untuk berhubungan 
suami istri terhadap HD. Selain itu, faktor lainnya adalah faktor orangtua 
yang terlalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga RM dan 
HD, sehingga perselisihan menjadi bertambah rumit dan terkesan sulit 
diselesaikan.  
Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara 
suami istri qabla al-dukhul berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 
1 A Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah majelis hakim 
berasumsi bahwa dengan telah tinggalnya RM dan HD secara bersama 
dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu, maka dianggap telah
melakukan hubungan intim, walaupun pada kenyataannya belum sempat 
melakukan hubungan intim. Ini dikarenakan adanya pandangan 
masyarakat bahwa jika suami istri telah tinggal dalam satu rumah telah 
dianggap melakukan hubungan intim walaupun  anggapan  tersebut  
belum  pasti  kebenarannya. Hakim memutuskan hal tersebut atas 
pertimbangan adanya pandangan masyarakat seperti itu, dan untuk 
melindungi HD sebagai pihak yang lemah, sehingga mendapatkan hak-
haknya sebagai istri guna sedikit mengurangi rasa sedih dan malu HD. 
Selain itu majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan hanya 2 (dua) 
minggu tinggal dalam satu rumah, dan 10 (sepuluh) bulan berikutnya 
tinggal secara terpisah, maka dinyatakan harta bersama RM dan HD tidak 








menurut hakim itu tidaklah termasuk didalam ruang lingkup harta 
bersama, melainkan termasuk didalam kategori HAKI (Hak Kekayaan 
Intelektual) yang hanya dimiliki oleh RM. 
Akibat  hukum dari perceraian  suami  istri qabla  al-dukhul  
berdasarkan Putusan     Pengadilan     Agama     Kelas     1     A     
Padang Nomor: 0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg adalah memiliki dampak 
terhadap keduanya baik suami maupun istri. Bagi RM berkewajiban untuk 
membayar nafkah madhiyah sebanyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas 
juta rupiah), biaya iddah sebanyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta 
rupiah), dan uang mut‟ah sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah). Sedangkan bagi istri mendapatkan nafkah madhiyah, uang 
mut‟ah, dan biaya iddah, serta wajib menjalankan masa iddah.
 Majelis hakim memutuskan istri mendapatkan uang  mut‟ah,  dan  
biaya  iddah  walaupun  istri  masih  dalam  keadaan perawan. Ini terjadi 
karena sesuai dengan pandangan di dalam masyarakat, bahwa sepasangan 
suami istri yang telah menikah, dan telah hidup bersama di  dalam   satu   
rumah   tidak   mungkin  dinyatakan   belum  melakukan hubungan intim, 
sehingga untuk mengurangi rasa malu dan sedih dari HD sebagai pihak 
yang lemah, maka hakim memutuskan untuk memberikan hak-haknya 
sebagai istri yang telah disetubuhi dan diceraikan. Hal tersebut disebabkan 
karena majelis hakim melihat dari keterangan para pihak yang 
menyatakan  telah  tinggal  bersama  dalam  satu  rumah  selama  2  (dua) 
  
minggu, tanpa mempertimbangkan sudah melakukan hubungan intim atau 
tidaknya RM dan HD. 
3. Skripsi yang di tulis oleh Rusdi Rizki Lubis Mahasiswa Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Jakarta yang berjudul Penerapan Nafkah Mut‟ah pada 
Perkara Cerai Talak Qabla Dukhul. 
Putusan Pengadilan Agama Nomor 0049/Pdt.G/2012/PA.Bks 
yang memutuskan bahwa seorang istri yang dicerai talak qobla dukhûl 
tidak berhak mendapatkan nafkah mut‟ah. Hal ini berdasarkan 
ketentuan pada Pasal 149 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa istri 
yang dicerai talak qobla dukhûl tidak berhak mendapatkan mut‟ah. 
Selain itu, jenis talak yang dijatuhkan adalah talak ba‟in dikarenakan 
perceraiannya qobla dukhûl dan  mengakibatkan  tidak  ada  kewajiban  
bagi  suami  untuk  memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah mut‟ah 
maupun nafkah iddah. Menurut penulis, ketetapan hakim dalam 
menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ini 
kurang tepat. Karena selain mengacu dengan ketentuan  hukum yang  
mengaturnya  seharusnya  hakim juga  melihat  dari aspek-aspek lain 
dalam memutuskan suatu perkara, seperti aspek sosial maupun aspek 
psikologis agar tuntutan untuk menciptakan keadilan dapat terwujud. 
Pihak suami yang langsung pergi meninggalkan istri tanpa ada sebab 
apapun  setelah  akad  nikah  tentu  akan membuat  pihak istri  merasa 
  
malu, baik itu terhadap keluarga maupun tetangganya. Alasan ini 
semestinya sudah menjadi alasan penguat hakim untuk memberikan 
suatu bentuk hukuman kepada suami untuk tetap memberikan hak-hak 
istri yang diceraikannya. 
 Sedangkan dalam putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi 
Agama Bandung Nomor 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg memutuskan bahwa 
istri yang dicerai talak qobla dukhûl berhak mendapatkan nafkah mut‟ah. 
Majelis hakim memutuskan  perkara  ini   dengan  mempertimbangkan  
bahwa  kewajiban nafkah bagi seorang suami terhadap istrinya dimulai 
pada saat adanya penyerahan diri dari istri terhadap suaminya setelah akad 
nikah berlangsung. Pertimbangan ini juga didukung oleh pendapat dalam 
kitab al-Muhadzdzab yang menyatakan bahwa setelah adanya penyerahan 
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